
BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 4c} TAHUN 2O2r

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KER.JA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN

KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Kepala Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163
Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan
Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana di Provinsi, Kabupaten dan Kota dan r.rnhrk
melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh
Utara Nomor 6 Tahun 2OL6 tentang Pembenttrkan dan
Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana
telah diubah dengan Qanun I(abupaten Aceh Utara Nomor 1

Tatrun 2O2L tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh
Utara Nomor 6 Tahun 2OL6 tentang Pembenhrkan dan
Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara dan Peraturan
Bupati Aceh Utara Nomor 45 Tahun 2O2O tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas, I\rngsi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara, maka
Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 17 Tahun 2OL7 tentang
Susunan, Kedudukan, T\rgas, F\rngsi dan Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara, tidak sesuai lagi
dengan dinamika perkembangan dan kebuhrhan hul<arm
sehingga perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
humf ajlnjkj, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh LTtara
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas, Fungsi dan
Tata Keda Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara.

Mengingat 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
L092l;

2. Undang-Undang.....
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2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor lT2 , Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambehan l.embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang
Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2O19 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 tentang
Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di
Provinsi, Kabupaten dan Kota;

8. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat
Kabupaten Aceh Utara (lembaran Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan l,embaran Kabupaten
Aceh Utara Nomor 1).
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDALTAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN ACEH
UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kedudukan adalah posisi seseorang atau kelompok orang

dalam menjalankan organisasi sehubungan dengan orang-
orang lain dalam kelompok organisasi itu.

Menetapkan

2. Susunan..,
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2. Susunan Organisasi adalah susunan dan hubungan antara
tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi
dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai
tujuan yang diharapkan dan diinginkan.

3. Tugas dan fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan
yang dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan
dilakukan.

4. Tata Ke4'a adalah suatu struktur keda yang disusun
dengan membentuk badan utama yang bertugas membuat
skat-skat bagian dari sebuah organisasi atau hubungan
antar kelompok.

5. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Utara.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah

Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian penduduk

dan Keluarga Berencana adalah Dinas pemberdayaan
Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Aceh Utara.

8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pemberdayaan
Masyarakat, Pengendalian Penduduk dal Keluarga
Berencana Kabupaten Aceh Utara.

9. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas pemberdayaan
Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Aceh Utara.

10. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas pemberdayaan
Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Aceh Utara.

11. Bidang adalah Bidang pada Dinas pemberdayaan
Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Aceh Utara.

12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara.

13. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas pemberdayaan
Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kabupaten Aceh Utara.

14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Bidang Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara.

15. Subbagian adalah Subbagran pada Sekretariat Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara.

16. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada
Sekretariat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara.

17. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut
UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian penduduk dan
Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Utara.

18. Kelompok Jabatan F\rngsional adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seseor€rng Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan
tugas pokok, fungsi, keahlian dan/ atau keterampilan untuk
mencapai tujuan organisasi.

BAB II.....
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BAB II
PENETAPAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan
O-rganisasi, T\rgas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas pemberdayaan
Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berentana
Kabupaten Aceh Utara,

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4
(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat,

cana terdiriPengendalian Penduduk dan Keluarga Beren
dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Penguatan

Gampong;
Kelembagaan dan Kerjasama

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukal

Pasal 3
(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, pengendalian penduduk

dan Keluarga Berencana adalah perangkat daerah yang
melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan
masyarakat, pengendalian penduduk dan keluarga
berencana yang berkedudukan di bawah Bupati.

(2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, pengendalian penduduk
dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang berada dibawah dan bertanggungiawab kepida Bupati
melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada
dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas.

(a) B-idang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala bini.s sesuai
dengan bidang tugasnya.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berada dibawah dan bertanggungiawib kepada Set<reiaril
sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada
dibawah dan bertanggungiawab kepada Kepala tiidaig sesuai
dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
e. Bidang Pembinaan Keuangan, Kekayaan dan Aset

Gampong;
f. Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong;
g. Bidang Pengendalian penduduk, Keluargaberencana dan

Keluarga Sejahtera;
h. UPTD; dan
i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretadat

ro4
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(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari :

rucesffiNIXuNosr
Bagian Kesatu

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, pengendalian penduduk dan
Keluarga Berencana

Pasal 5
(t)!ina9 Pemberdayaan Masyarakat, pengendalian penduduk

dan Keluarga Berencana mempunyai tugi"s merumuskan danmelaksanakan kebijakan, urusan kJtatausahaan Olnas,
men5rusun program jang&a pendek, jangka menengah danjangka panjang, evaluasi dan pelaporan, kfbmbagaan] sarana

a. Subbagian Penyusunan program;
b. Subbagian Keuangan dan perlengkapan; dan
c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

(3) Bidang Penguatan Kelembagaan dan Keq'asama Gampong
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :
a. Seksi Pembinaan lembaga Adat dan Kemasyarakatan

Gampong; dan
b. Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Kerjasama

Gampong.
(4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
a. Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi

Tepat Guna; dan
b. Seksi Pengembangan Usaha dan Lembaga Ekonomi

Gampong.
(5) Bidang Pembinaan Keuangan, Kekayaan dan Aset

Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
terdiri dari :

a. Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan eampong; dan
b. Seksi Pembinaan Administrasi KJkayaan dan Aset

Gampong.
(6) Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :
a. Seksi Tata Pemerintahan Mukim dan Gampong;
b. Seksi Pembinaan Administrasi pemerintahan Mukim dan

Gampong; dan
c. Seksi Pembinaan Kapasitas pemerintahan Mukim dan

Gampong.
(7) Bidang Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g terdiri dari :
a. Seksi Pengendalian penduduk;
b. Seksi Keluarga Berencana; dan
c. Seksi Keluarga Sejahtera.

(8) Bagan Struktur Organisasi Dinas pemberdayaan
Masyaralat, , 

pengendalian penduduk dan fefriarg;
Berencana sebagaimana tercantum dalam lampirr, t;;merupakaa Bagian tidak terpisahkan dari peratulan Aupat'i
lnl.

dan prasarana
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dan prasarana gampong, pemberdayaan masyarakat,
pembinaan keuangan, usaha ekonomi dan aset gampong,
pemberdayaan pemerintahan mukim dan g"mporrg,
pengendalian penduduk, keluarga berencana dan 

-keluarga
sejahtera.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Dinas Pemberdayaan Masyarakat, pengendalian Fenduduk
dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

a. penrmusan dan pelaksanaan kebiiakan di bidang
pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;

b. pelaksanaan tugas dibidang kelembagaan, sarana danprasarana gampong, pemberdayaan masyarakat,
pembinaan keuangan, usaha ekonomi dan aset gampong,
pemberdayaan pemerintahan mukim dan gampong;

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan ai Uiaang
pemberdayaan masyarakat, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;

d. pelaksanaan administrasi Dinas pemberdayaan
Masyarakat, Pengendalian penduduk dan Keluarga
Berencana sesuai dengan lingkup tugasnya; dane. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
terkait dengan tugas dan fungsinya.

"SffiffilT"
Pasal 6

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
pengelolaal urusar administrasi, keuangan, kepegawaian,
ketatausahaan dan tatalaksana, kearsipanj - r*.r*,
perlengkapan dan peralatan, kemmahtanggaan, hukum,
penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, pengendalian penduduk dan
Keluarga Berencana.

(2) Untuk melaksanakan _tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas

administrasi, pengoordinasian, sinkronisasi, d;
integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dilingkungan Dinas pemberdayaan Masyarakat,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;b. pelaksanaan pengelolaan u.usan administrasi,
keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan tatalalsana,kearsipan, umum, perlengkapan, peralatan,
kerumahtanggaan dan hukum;

c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan hrgas
administrasi di lingkungan Dinas pemberdayian
Masyarakat, Pengendalian penduduk dan Keluarga
Berencana; dan

d. p9l-akynaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7. ....
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Pasal 7
(1) Subbagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2\ huruf a mempunyai tugas :

a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan
perumusan rencana kerja, program, anggaran dan
laporan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka
perumusan rencana kerja, program, anggaran dan
laporan di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

c. melaksanakan penyusunan program, anggaral dan
pelaporan di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
Subbagian Penyusunan Program; dan

e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.

(2) Subbagian Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21huruf b mempunyai hrgas:
a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahal

keuangan, perlengkapan dan peralatan serta
pengelolaan aset di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka
pelaksanaan penatausahaan keuangan, perlengkapan
dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;

c. melaksanakan penatausahaan keuangan, perlengkapan
dan peralatan serta pengelolaan aset di lingkungan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;

d. melaksanakan kegiatan verifikasi dokumen keuangan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. men1rusun laporan keuangan di lingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana;

f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
di Subbag Keuangan dan Perlengkapan; dan

g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.

(3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 huruf c mempunyai tugas:
a. melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata

usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum,
kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana;

b.m
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b. melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka
tata usaha, rumah tangga, kehumasan, hukum,
kepegawaian dan reformasi birokrasi di lingkungan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendaliel
Penduduk dan Keluarga Berencana;

c. melaksanakan kegiatan tata usaha, rumah tangga,
kehumasan, hukum, kepegawaian dan reformasi
birokrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masl'arakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan
Kepegawaian; dan

e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Penguatan Kelembagaan dan Kerjasama Gampong

Pasal 8
(i) Bidang Penguatan Kelembagaan dan Kerjasama Gampong

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan tugas dibidang pembinaa-n lembaga ad-at
dan kemasyarakatan gampong, pengembangan sistem
informasi dan kerjasama gampong.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Penguatan Kelembagaan dan Ke{asama
Gampong menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan
rencana kerja bidang penguatan kelembagaan dan
kerjasama gampong;

b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan
bidang penguatan kelembagaan dan kerjasama
gampong;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebljakan bidang
penguatan kelembagaan dan kerjasama gampong;

d. pelaksanaan kebijakan bidang penguatan kelembagaan
dan kerjasama gampong;

e. pel.:aksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
bidang penguatan kelembagaan dan kerjasama
gampong; dan

f. pelaksanaan hrgas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9
(1) Seksi Pembinaan l,embaga Adat dan Kemasyarakatan

Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
huruf a mempunyai tugas:
a. mempersiapkan bahan penJrusunan rencana kerja

dibidang penguatan kelembagaan masyarakat;
b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan

petunjuk teknis dibidang pembinaan lembaga adat dan
kemasyarakatan;

c. mempersiapka4.. ...
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c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja
dibidang pembinaan lembaga adat dan
kemasyarakatan;

d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan lembaga adat
dan kemasyarakatan sesuai rencana kerja;

e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang
pembinaan lembaga adat dan kemasyarakatan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. mempersiapkan bahan monitoring dan evaluasi
dibidang pembinaan lembaga adat dan kemasyarakatan
sesuai dengan lingkup tugasnya;

g. mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas
sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

h. melaksanakan tugas-tugas kedinasaa lain yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.

(2) Seksi Pengembangan Sistem Informasi dan Kerjasama
Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)
hurrf b mempunyai tugas:
a. mempersiapkan bahan pen5rusunan renca-na kerja

dibidang pengembangan sistem informasi dan kerjasama
gampong;

b. mempersiapkan bahan pen1rusunan kebijakan dan
petunjuk teknis dibidang pengembangan sistem
informasi dan kerjasama gampong;

c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja
dibidang pengembangan sistem informasi dan kerjasama
gampong;

d. melaksanakan tugas dibidang pengembangan sistem
informasi dan kerjasama gampong sesuai rencana kerja;

e. melaksanakan pengawasan dan pengendatian dibidang
pengembangan sistem informasi dan kerjasama
gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

f. mempersiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang
promosi dan pemberdayaan masyarakat;

g. mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas; dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 1O

(1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam melaksanalan tugas
dibidang pemarrfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat
guna serta pengembangan usaha dan lembaga ekonomi
gampong.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pemberdayaan Masyarakat
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan penyusunan program kerja dan

rencana kerja bidang pemanfaatan sumber daya alam

dan te

T
knolpgi
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dan teknologi tepat guna serta pengembangan usaha dan
lembaga ekonomi gampong;

b. penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan
bidang pemanfaatan sr-rmber daya alam dan teknologi
tepat guna serta pengembangan usaha dan lembage
ekonomi gampong;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebljakan bidang
pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna
serta pengembangan usaha dan lembaga ekonomi
garnpong;

d. pelaksanaan kebijakan bidang pemanfaatan sumber
daya alam dan teknologi tepat guna serta pengembangan
usaha dan lembaga ekonomi gampong;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang
pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna
serta pengembangan usaha dan lembaga ekonomi
gampong; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

(1) Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat
Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a
mempunyai tugas:
a. mempersiapkan bahan pen5rusunan rencana keda

dibidang pemanfaatan sumber daya alam dan teknoiogi
tepat guna;

b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan
petunjuk teknis dibidang pemanfaatan sumber daya
alam dan teknologi tepat guna;

c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja
dibidang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi
tepat guna;

d. melaksanakan tugas dibidang pemanfaatan sumber
daya alam dan teknologi tepat guna sesuai renc€ula
ke{a;

e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang
pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat
guna sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

f. mempersiapkan bahan monitoring dan evaluasi
dibidang pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi
tepat guna;

g. mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas; darr
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.

(2) Seksi Pengembangan Usaha dan Lembaga Ekonomi
Gampong sebaqaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 14)
huruf b mempunyai tugas:
a. mempersiapkan bahan penJrusunan rencana kerja

dibidang pengembangan usaha dan lembaga ekonomi
Sarnpong;

b. mempersiapSn

fas
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b. mempersiapkan bahan penyusunan kebijakan dan
petunjuk teknis pengembangan usaha dan lembaga
ekonomi gampong;

c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja
dibidang pengembangan usaha dan lembaga ekonomi
gampong;

d. melaksanakan tugas dibidang pengembangan usaha
dan lembaga ekonomi gampong sesuai rencana kerja;

e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang
pengembangan usaha dan lembaga ekonomi gampong
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. mempersiapkan bahan monitoring dan evaluasi
dibidang pengembangan usaha dan lembaga ekonomi
gampong;

g. mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas; dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pembinaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Gampong

Pasal L2

(1) Bidang Pembinaan Keuangan, Kekayaan dan Aset Gampong
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (11 hurr-f e
mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
melaksanakan tugas dibidang pembinaan administrasi
keuangan, kekayaan dan aset Gampong.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pembinaan Keuangan, Kekayaan dan Aset
Gampong mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pen5rusunan program kerja dan
rencana kerja bidang pembinaan keuangan, kekayaan
dan aset gampong;

b. penyiapan bahan penyusun€rn perumusan kebijakan
bidang pembinaan keuangan, kekayaan dan aset
gampong;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang
pembinaan keuangan, kekayaan dan aset gampong;

d. pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan keuangan,
kekayaan dan aset;

e. pelaksanaan monitoring, eva-luasi dan pelaporan bidang
pembinaan keuangan, kekayaan dan aset gampong; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinaa sesuai dengan bidalg tugasnya.

Pasal 13
(1) Seksi Pembinaan Administrasi Keuangan Gampong

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a
mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencara kerja dibidang
pembinaan administrasi keuangan Gampong;

b. mempersiapr{an

fa+
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b. mempersiapkan bahan penJrusunan kebijakan dan
petunjuk teknis dibidang pembinaan administrasi
keuangal Gampong;

c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja
dibidang pembinaan administrasi keuangan Gampong;

d. melaksanakan tugas dibidang ppmbinaan administrasi
keuangan Gampong sesuai rencdna kerja;

e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang
pembinaan administrasi keuangan Gampong sesuai
ketentuan peraturan perundang-rr.rndangan;

f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang
pembinaan administrasi keuangan Gampong sesuai
dengan lingkup tugasnya;

g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai
dengan lingkup tugasnya;dan

h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.

{2) Seksi Pembinaan Administrasi Kekayaan dan Aset
Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5)
huruf b mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja dibidang
pembinaan administrasi kekayaan dan aset gampong;

b. mempersiapkan bahan penJrusunan kebiiakan dan
petunjuk teloris dibidang pembinaan administrasi
kekayaan dan aset gampong;

c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja
dibidang pembinaan administrasi kekayaan dan aset
gampong;

d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan administrasi
kekayaan dan aset gampong sesuai rencana kerja;

e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang
pembinaan administrasi kekayaan dan aset gampong
sesuai ketentua"n peraturan perqndang-undangan;

f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang
pembinaan administrasi kekayaan dan aset gampong;

g. menyiapkan bahan laporan pelalisanaan tugas; dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh pimpinan sqsuai dengan bidang
tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong

Pasal 14
(1) Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong mempunyai

tugas membantu Kepala Dinas dalam melalsanakan tugas
dibidang tata pemerintahan mukim dan gampong,
penyelenggaraan administrasi pemerintahan mukim dan
gampong, pembinaan kapasitas pemerintahan mukim dan
gampong.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pemerintahan Mukim dan Gampong
menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan program ke{a dan
rencana kerja bidang tata pemerintahan mukim dan

{Aspong....



-13-

gampong, pembinaan administrasi pemerintahan mukim
dan gampong, pembinaan kapasitas pemerintahan
mukim dan gampong;

b. penyiapan bahan penyusunan pemmusan kebijakan
bidang tata pemerintahan mukim dan gampong,
pembinaan administrasi pemerintahan mukim dan
gampong, pembinaan kapasitas pemerintahan mukim
dan gampong;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang tata
pemerintahan mukim dan gampong, pembinaan
administrasi pemerintahan mukim dan gampong,
pembinaan kapasitas pemerintahan mukim dan
gampong;

d. pelaksanaan kebijakan bidang tata pemerintahan mukim
dan gampong, pembinaan administrasi pemerintahan
mukim dan gampong, pembinaan kapasitas
pemerintahan mukim dan gampong;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang
tata pemerintahan mukim dan gampong, pembinaan
administrasi pemerintahan mlrkim dan gampong,
pembinaan kapasitas pemerintahan mukim dan
gampong; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15
(1) Seksi Tata Pemerintahan Mukim dan Gampong

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf a
mempunyai tugas :

a. mempersiapkan bahan penyusunan rencarra kerja
dibidang tata pemerintahan mukim dan gampong;

b. mempersiapkan bahan penJrusunan kebijakan dan
petunjuk teknis dibidang tata pemerintahan mukim dan
gampong;

c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja
dibidang tata pemerintahan mukim dan gampong;

d. melaksanakan tugas dibidang tata pemerintahan
mukim dan gampong sesuai rencana kerja;

e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang
tata pemerintahan mukim dan gampong sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. mempersiapkan bahan monitoring dan evaluasi
dibidang tata pemerintahan mukim dan gampong;

g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan; dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.

(2) Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Mukim dan
Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (61

huruf b mempunyai tugas :

a. mempersiapkan bahan pen5rusunan rencana kerja
dibidang pembinaan administrasi pemerintahan mukim
dan gampong;

b. mempersiapJ<an.

{AJ
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b. mempersiapkan bahan pen5rusunan kebijakan dan
petunjuk teknis dibidang pembinaan administrasi
pemerintahan mukim dan gampong;

c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja
dibidang pembinaan administrasi pemerintahan mukim
dan gampong;

d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan administrasi
pemerintahan mukim dan gampong sesuai rencana
kerja;

e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang
pembinaan administrasi pemerintahan mukim dan
gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

f. mempersiapkan bahan monitoring dan evaluasi
dibidang pembinaan administrasi pemerintahan mukim
dan gampong;

g. mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas; dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.

(3) Seksi Pembinaan Kapasitas Pemerintahan Mukim dan
Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6)
huruf c mempunyai tugas :

a. mempersiapkan bahan penJrusunan rencana kerja
dibidang pembinaan kapasitas pemerintahan mukim
dan gampong;

b. mempersiapkan bahan penJrusunan kebijakan dan
pehrnjuk teknis dibidang pembinaan kapasitas
pemerintahan mukim dan gampong;

c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja
dibidang pembinaan kapasitas pemerintahan mukim
dan gampong;

d. melaksanakan tugas dibidang pembinaan kapasitas
pemerintahan mukim dan gampong sesuai rencana
keda;

e. melaksalakan pengawasan dan pengendalian dibidang
pembinaan kapasitas pemerintahan mukim dan
gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang
pembinaan kapasitas pemerintahan mukim dan
gampong sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas sesuai
dengan lingkup tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan

Keluarga Sejahtera
Pasal 16

(1) Bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Keluarga Sejahtera mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang pengendalian
penduduk, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi
(KIE), pergerakan keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

(2) Uqtuk.fa$
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bidang Pengendalian penduduk, Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahtera menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan pen1rusunan program kerja dan

rencana keq'a bidang pengendalian penduduk, advokasi,
komunikasi informasi dan edukasi (KIE), pergerakan
keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

b. penyapan bahan penyusunan perumusan kebdakan
bidang pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi
informasi dan edukasi (KIE), pergerakan keluarga
berencaaa dan keluarga sejahtera;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang
pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi informasi
dan edukasi (KIE), pergerakan keluarga berencana dan
keluarga sejahtera;

d. pelaksanaan kebliakan bidang pengendalian penduduk,
advokasi, komunikasi informasi dan edukasi (KIE),
pergerakan keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang
pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi informasi
dan edukasi (KIE), pergerakan keluarga berencana dan
keluarga sejahtera; dan

f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17
(1) Seksi Pengendalian Penduduk sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (71 huruf a mempunyai tugas :

a. mempersiapkan bahan pen1rusunan rencana keq'a
dibidang pengendalian penduduk, advokasi,
komunikasi informasi dan edukasi (KIE);

b. mempersiapkan bahan pen5rusunan kebijakan dan
petunjuk teknis dibidang pengendalian penduduk,
advokasi, komunikasi informasi dan edukasi (KIE);

c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja
dibidang pengendalian penduduk, advokasi,
komunikasi informasi dan edukasi (KIE);

d. melaksanakan tugas dibidang pengendalian penduduk,
advokasi, komunikasi informasi dan edukasi (KIE)
sesuai rencana kerja;

e. melaksanakan pengawasal dan pengendalian dibidaag
pengendalial penduduk, advokasi, komunikasi
informasi dan edukasi (KIE) sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi dibidang
pengendalian penduduk, advokasi, komunikasi
informasi dan edukasi (KIE);

g. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas; dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.

(2) Seksi Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (7) huruf b mempunyai tugas :

a. mempersiapkan bahan penJrusunan rencana kerja
dibidang keluarga berencana;

b. memoersiaoken'f6$
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b. mempersiapkan bahan pen5rusunan kebljakan dan
petunjuk teknis dibidang keluarga berencana;

c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja
dibidang keluarga berencana;

d. melaksanakan tugas dibidang keluarga berencana
sesuai rencana kerja;

e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang
keluarga berencana sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

f. mempersiapkan bahan monitoring dan evaluasi
dibidang keluarga berencana;

g. mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan tugas; dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.

(3) Seksi Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (7) huruf c mempunyai tugas :

a. mempersiapkan bahan pen5rusunan rencana kerja
dibidang keluarga sejahtera;

b. mempersiapkan bahan pen1rusunan kebijakan dan
petunjuk teknis dibidang keluarga sejahtera;

c. mempersiapkan bahan pelaksanaan rencana kerja
dibidang keluarga sej ahtera;

d. melaksanakan htgas dibidang keluarga sejahtera sesuai
rencana kerja;

e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang
keluarga sejahtera sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

f. mempersiapkan bahan monitoring dan evaluasi
dibidang keluarga sejahtera;

g. mempersiapkan bahan laporan pelaksanaan; dan
h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang

diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang
tugasnya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagran tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan.

Pasal 19
(1) Kelompok Jabatan Fungsional ssfoagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, terdiri dari sejumlah tenaga,
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dikoordinir oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati, dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

f .+,
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(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban
kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan.

(5) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 20
(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian

dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan

Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana diangkat dan diberhentikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 21.

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
IATA KERJA

Pasal 23
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris,

Kepala Bidang, Kepala Sub Bagial dan Kepala Seksi w4jib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi
lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas
Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana wajib melaksanakan Sistem
Pengendalian Intemal Pemerintah.

Pasal 24
(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya

karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris
atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan
melaksanakan tugas Kepala Dinas.

{6#*

Pasal22
Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian
Penduduk darr Keluarga Berencana sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

atau eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau eselon

III.a;
c. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau

eselon III.b; dan
d. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan

Pengau.as atau eselon IV.a;
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(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya
karena berhalangan, Kepala Dinas inenunjuk salah seorang
Kepala Sub Bagian untuk mewakili dan melaksanakan
tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan
tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas menunjuk
salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili dan
melaksanakan tugas Kepala Bidang.

{a) Dalam hal Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi tidak dapat
menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Dinas
menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional/Pelaksana
Senior untuk mewakili dan melaksahakan tugas Kepala Sub
Bagran dan Kepala Seksi.

Pasal 25
Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-
masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat
setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 26
Segala biaya yang diperlukan untuk
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pen

elaksanakan kegiatan
Penduduk dan

Keluarga Berencana dibebankan kep Anggaran Pendapatan
Utara serta sumber-dan Belanja Kabupaten (APBK) Ace

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

PasaJ2T
Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan
Bupati Aceh Utara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Susunan,
Kedudukan, T\rgas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Aceh Utara, tetap menjabat dan melaksanakan
tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat
berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
K TENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28
(1) Hasil analisis jabatan masing-masing pemangku jabatan di

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana diatur dengan peraturan Bupati.

(2) Hasil analisis beban kerja masing-masing pemangku
jabatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan dengan
keputusan Bupati.

(3)

AF s""

sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undanSan.
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(3) Kelas jabatan, nilai
dilinglmngan Dinas

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 2 Seplember 2021 M

24 Muharram 1443 H

S DAERAH
UTARA,

7cExu1

jabatan dan pemangku jabatan
Pemberdayaan Masyarale.t,

Pengendalian Penduduk dan Kelularga Berencana diatur
dengan peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
Aceh Utara Nomor 17 Tahun 2Oi17 tentang Susunan,
Kedudukan, T[gas, ft-rngsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan
Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Aceh Utara (Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara
Tahun 2Ol7 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlakrr

Pasal 3O

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 2 September 2021 M

24 Muharram 1443 H
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BERITA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2O2L NOMO 40



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENGENDAIIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

KAIIUPATEN ACEH LTTARA

I,AMPIRAN PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR TAHUN2O2I
TANGGAL 2 SEPTEMBER2O2IM

zaTmmfr_iaST-

KEPAIA DINAS

KEI'MPOK
JABATAN FUNC}SIONAL SEKRETARI.AT

SUB BAGIAN
PENYUSUNAN PROGRAM

SUB BAGI,AN
KEUANGAN DAN
PERLENGKAPAN

SUB BAGIAN
UMUM DAN .

KEPEGAWAIAN

BIDANG

PENGUATAN
KELEMBAGAAN DAN

KER.'ASAMA GAMPONG

BIDANG

PEMBERDAYAAN
MASYARAXAT

BIDANG

BIDANG PEMBINAAN
KEUANGAN, KEKAYAAN
DAN ASET GAMPONG

BIDANC

PEMERINTA}IAN MUKIM
DAN GAMPONG

BIDANG

PENGENDALI,AN
PENDUDUK, KELUARGA

BERENCANA DAN
KELUARGA SF^IAHTERA

PEMBINAAN L,EMBAGA
ADAT DAN

KEMASTARAKATAN
GAMPONG

PEMANFAATAN SUMBER
DAYAAI,AM DAN

TEKNOTOGI TEPAT GUNA

PEMBINAAN ADMINISTRASI
KEUANGAN GAMPONG

TATA PEMERINTAI{AN
MUKIM DAN GAMPONG

SEKSI
PENGENDALTAN

PENDUDUK

SEKSI
PENGEMBANGAN SISTEM

INFORMASI DAN
KER.IASAMA GAMFONG

SEKSI
PENGEMBANGAN USA}I,A
DAN LEMBAGA EKONOMI

CAMPONG

SEKSI
PEMBINAAN ADMIMSTRASiI

KEKAYAAN DAN ASET
GAMPONG

PEMBINAAN ADMINISTRASII
PEMERIMAI{AN MUKIM

DAN GAMPONG

SEKSI

KELUARGA BERENCANA

PEMBINAAN XAPASITAS
PEMERINTA}IAN MUKIM

DAN GAMPONG

KEI,IJARGA SEIATITERA
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Keterangan:
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Garis Atasan Langsung

Garis Pembinaan t--
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